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ميح رلا نمح رلا لله مسب 
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membawa kita alam kegelapan menuju alam terang benderang. Atas Ridha-Nya dan 
doa yang disertai dengan usaha yang maksimal setelah melalui proses yang panjang 
dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. 
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tingginya penulis sampaikan kepada:  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث sa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ha ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za ẓ zet (dengan titk di bawah)  
ع „ain „ apostrop terbalik 
 
 
x 
 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي ya y Ye 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(ء). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
ﹷ Fathah a A 
ﹻ Kasrah i I 
ﹹ Dammah u U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ي  ﹷ 
 
fathah dan ya 
 
ai 
 
a dan i 
 
و  ﹷ 
 
fathah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan 
Tanda 
 
Nama 
 
ي ﹷ fathah dan alif 
atau ya 
ā 
a dan garis di 
atas 
ي ﹻ kasrah dan ya i i dan garis di 
atas 
ي ﹹ dammah dan 
wau 
ū 
u dan garis di 
atas 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 
(dari al-Qur‟an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut 
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menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
NAMA : ANDI MUSFIRA ASNUR  
NIM : 10100113063 
JUDUL : PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA 
KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG 
KELAS I B 
 
Skripsi ini membahas tentang bagaimana peranan mediator dalam 
penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. Hal 
ini disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang 
dianggap lamban dan berbelit-belit dalam menyelesaikan perkara, oleh karena itu 
perlu dicarikan alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan yang efisien dan efektif 
serta para pihak sama-sama merasa menang, tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. 
Dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh mediator maka kemungkinan besar 
mampu mendamaikan pihak yang bersengketa.  
Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan 
pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan legalitas formal dan pendekatan sosial. 
Data ini diproleh dari hakim, mediator, dan staf administrasi Pengadilan Agama 
Sengkang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,wawancara, 
dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur atau referensi. Teknik pengolahan 
dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, display data dan 
penarika kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan mediator dalam 
penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadian Agama Sengkang Kelas I B 
memiliki peranan penting dalam melaksanakan proses mediasi berdasarkan hasil 
wawancara dengan para hakim selaku mediator di Pengadilan Agama Sengkang 
Kelas I  B. Hanya saja hasil/efektivitas yang dicapai mediator dalam menyelesakan 
sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang belum efektif karena adanya 
faktor penghambat mediator dalam menyelesaikannya antara lain adalah: 1) para 
pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti proses mediasi, 2) tidak ada 
yang mau mengalah, 3) kualitas mediator. 
Implikasi Penelitian ini adalah: 1) dengan adanya proses mediasi yang 
dilakukan oleh mediator di Pengadilan dikehendaki adanya peningkatan dalam proses 
penyelesaian perkara utamanya dalam mediasi. Mediator harus berperan dalam 
melakukan penyelesaian sengketa yang terbaik agar proses mediasi berjalan 
maksimal, agar para pihak merasa puas dan tidak ada pihak yang dirugikan, 2) 
penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan terhadap keberhasilan 
mediator dalam memediasi pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. 
  
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam diyakini sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, 
terutama dalam mewujudkan masyarakat yang ideal. Sehingga islam sangat 
menganjurkan manusia untuk hidup dengan damai dengan manusia yang ada di 
sekitar, tidak ada perselisihan antara satu orang dengan orang yang lain, agar 
tercipta masyarakat yang damai, aman, dan tentram tanpa ada masalah. Mengatur 
berbagai perikehidupan, diperlukan suatu peraturan yang dibuat, disepakati, dan 
ditaati oleh manusia atau sekelompok orang. Peraturan-peraturan yang dibuat itu, 
umumnya dipahami dan diartikan sebagai hukum atau undang-undang.
1
 
Peraturan- peraturan itu kemudian dituangkan kedalam hukum tertulis yang 
besifat mengikat kepada semua lapisan masyakat. 
Di negara kita Indonesia memiliki dua sistem hukum yakni hukum pidana 
dan hukum perdata, dalam hukum Islam dimensi perdata mengandung hak 
manusia yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak 
yang bersengketa. Kebanyakan sengketa yang terjadi mengambil jalan dengan 
cara melalui jalur hukum di pengadilan, untuk dimensi hukum perdata Islam maka 
arahnya ke Pengadilan Agama. Dalam penyelesaian sengketa atau perkara di 
pengadilan, maka jalan pertama yang di tempuh disana akan ditawarkan sebuah 
bentuk perdamaian yang dikenal dengan nama mediasi yang dilakukan oleh 
seorang mediator.  
                                                          
1
 Supardin, Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonsrtuksi Materi Perkara Tertentu), 
(Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 1. 
2 
 
 
 
Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang 
mempunyai tugas untuk memediasi atau mendamaikan para pihak yang 
bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa guna 
mencari penyelesaian secara damai.  Dalam proses memediasi para pihak yang 
bersengketa maka mediator harus bersifat netral dan juga adil (tidak sewenang-
wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah), adil terutama mengandung arti 
bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, 
jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.
2
  
Mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya 
berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Walau demikian ada suatu 
pola umum yang dapat diikuti dan pada umunya dijalankan oleh mediator dalam 
rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak di luar perkara, 
yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk 
bertemu dan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan 
mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Mediator 
harus mampu menciptakan suasana dan kondsi yang kondusif bagi terciptanya 
kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil 
yang saling menguntungkan (win-win).
3
 
                                                          
2
 Muhammad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum  (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 
2015) h. 196. 
3
 Gunawan dkk, Hukum Arbitrase (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 36-37.  
 
 
 
 
3 
 
 
 
Sengketa atau konflik merupakan problema sosial yang langsung 
bersentuhan dengan hukum dan memerlukan pemecahan secara integral. Terlebih 
lagi karena manusia sebagai mahluk sosial maka sangat di perlukan cara 
penyelesaian yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
4
 Dan salah satu alternatif 
penyelesaian sengketa dengan melaui lembaga Peradilan Agama bagi orang-orang 
yang beragama Islam, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 
tertentu.
5
 Salah satunya adalah menangani perkara kewarisan (Hukum kewarisan 
adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta 
peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli 
waris dan berapa bagiannya masing-masing.
6
 Oleh karena itu, Islam menyerukan 
kepada semua ummat manusia untuk hidup dengan damai dan apabila terdapat 
konflik diantara manusia maka harus segera memperbaiki hubungan (berdamai). 
Allah berfirman didalam QS. Al-Hujurat’/49: 10 :  
                       
      
Terjemahnya : 
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Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah 
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
7
 
 
Asbabun nuzulnya yaitu Asy-Syaikhani dari Anas bahwasanya Nabi saw 
menunggang keledai dan pergi menemui Abdullah bin Ubay. Abdullah kemudian 
berkata, “Menjauhlah engkau dariku karena engkau menyakitiku disebabkan bau 
busuk dari keledaimu.” Salah seorang laki-laki dari sahabat Anshar yang tidak 
terima kemudian berkata, “ Demi Allah, sungguh keledai beliau lebih wangi 
daripada bau badanmu.” Sedangkan salah seorang laki-laki dari kabilahnya 
Abdullah menjadi marah sehingga masing-masing bersitegang. Antara kedua 
kelompok ini kemudian terjadi saling pukul dengan pelepah kurma dan sandal. 
Maka turunlah ayat berkenaan dengan hal tersebut, “Dan jika ada dua golongan 
dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya…”  
Sa’id bin Manshur dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Malik, ia 
mengatakan; Dua orang laki-laki Muslim berdebat dengan sengit sehingga 
pendukung yang satu marah terhadap pendukung yang lain. Keduanya, saling 
memukul dengan tangan dan sandal. Allah lalu menurunkan ayat ”Dan jika ada 
dua golongan…” 
Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia 
mengatakan; Dahulu ada seorang laki-laki yang bernama Imran dan memiiki istri 
bernama Ummu Zaid. Perempuan ini berniat untuk mengunjungi keluarganya, 
tetapi suaminya melarangnya dan menahannya. Perempuan ini lalu mengirimkan 
kabar kepada kaumnya sehingga kabilah dari perempuan itu lalu datang dan 
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membebaskan perempuan itu untuk membawanya kepada mereka. Suami 
perempuan itu kemudian keluar rumah dan langsung meminta bantuan kepada 
kabilahnya sehingga kabilahnya pun berdatangan untuk memisahkan perempuan 
istrinya itu dari kabilahnya. Kedua kabilah itu kemudian bertikai dan saling 
melempar sandal. Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan hal tersebut, “Dan 
jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang…” Mereka 
kemudian menggambarkan hal ini kepada Rasulullah saw. Beliau lalu 
mendamaikan mereka dan mereka pun kembali kepada perintah Allah swt. 
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan, ia mengatakan; Dahulu terjadi 
pertikaian diantara dua desa. Mereka kemudian mengundang juru damai akan 
tetapi menolak untuk mengikuti hasil keputusannya. Maka Allah menurunkan 
ayat, “Dan jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang…”  
Diriwayatkan dari Qatadah ia mengatakan; Disebutkan kepada kami 
bahwa ayat ini turun berkaitan dengan dua orang laki-laaki Ansar yang terjadi 
persengketaan mengenai hak mereka. Salah seorang diantara mereka berkata, 
“Sungguh kami akan melakukan jalan kekerasaan karena banyaknya kabilah 
mereka.” Sedangkan yang lain mengajak untuk meminta keputusan kepada Nabi 
saw. Orang pertama menolak menyebabkan persengketaan terus terjadi hingga 
mereka saling serang. Masing-masing kemudian memukul dengan tangan dan 
sandal kepada lawannya, namun tidak terjadi peperangan dengan pedang.
8
 
Dan tafsirnya yaitu setelah setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk 
melakukan perdamaian antara kedua kelompok orang beriman, ayat di atas 
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menjelaskan mengapa hal itu perlu dilakukan. Itu perlu dilakukan dan ishlah perlu 
ditegakkan karena sesungguhnya orang-orang mukmin yang mantap imannya 
serta dihimpun oleh keimanan, kendati tidak sekerurunan adalah bagaikan 
bersaudara seketurunan, dengan demikian mereka memiliki keterkaitan bersama 
dalam iman dan juga keterkaitan bagaikan seketurunan; karena itu wahai orang-
orang beriman yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian antar kelompok-
kelompok damaikanlah walau pertikaian itu hanya terjadi antara kedua saudara 
kamu apalagi jika jumlah yang bertikai lebih lebih dari dua orang dan 
bertakwalah kepada Allah yakni jagalah diri kamu agar tidak ditimpa bencana, 
baik akibat pertikaian itu maupun selainnya supaya kamu mendapat rahmat antara 
lain rahmat persatuan dan kesatuan. 
Kata (  اّمنإ ) innama digunakan untuk membatasi sesuatu. Di sini kaum 
beriman dibatasi hakikat hubungan mereka dengan persaaudaraan. Seakan-akan 
tidak ada jalinan hubungan antar mereka kecuali persaudaraan itu. Kata innama 
biasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah diterima sebagai suatu 
hal yang demikian itu adanya dan telah diketahui oleh semua pihak secara baik. 
Penggunaan kata innama dalam konteks penjelasan tentang persaudaraan antara 
sesama mukmin ini, mengisyaratkan bahwa sebenarnya semua pihak telah 
mengetahui secara pasti bahwa jaum beriman bersaudara, sehingga semestinya 
tidak terjadi dari pihak manapun hal-hal yang mengganggu persaaudaraan itu. 
Kata (  ةوخإ  ) ikhwah adalah bentuk jamak dari kata ( خأ ) akh, yang dalam 
kamus-kamus bahasa sering kali diterjemahkan saudara atau sahabat. Kata ini 
pada mulanya berarti yang sama. Persamaan dalam garis keturunan 
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mengakibatkan persaudaraan, demikian juga persamaan dalam sifat atau bentuk 
apapun. Persamaan kelakuan pemboros dengan setan, menjadikan para pemboros 
adalah saudara-saudara setan (baca QS. al-Isra [17]: 27). Persamaan dalam 
kesukuan atau kebangsaan pun mengakibatkan persaudaraan (baca QS. al-A’raf 
[7]: 65). Ada juga persaudaraan karena persamaan karena kemakhlukan, seperti 
ketika Nabi Muhammad saw. Menamakan jin adalah saudara-saudara manusia. 
Beliau melarang menjadikan tulang sebagai alat beristinja’ karena itu adalah 
makanan saudara-saudara kamu dari jenis jin. Demikian sabda beliau. 
Kata ( خأ ) akh yang berbentuk tunggal itu, biasa juga dijamak dengan kata 
) ناوخإ ) ikhwan. Bentuk jamak ini biasanya menunjuk kepada persaudaraan yang 
tidak sekandung. Berbeda dengan kata ( ةوخإ ) ikhwah yang hanya terulang tujuh 
kali dalam Al-Qur’an, kesemuanya digunakan untuk menunjuk persaudaraan 
seketurunan, kecuali ayat al-Hujurat di atas. Hal ini agaknya untuk 
mengisyaratkan bahwa persaudaraan yang terjalin antara sesame muslim, adalah 
persaudaraan yang dasarnya berganda. Sekali atas dasar persamaan iman, dan kali 
kedua adalah persaudaraan seketurunan, walaupun yang kedua ini bukan dalam 
pengertian hakiki. Dengan demikian tidak ada alasan untuk memutuskan 
hubungan persaudaraan itu. Ini lebih-lebih lagi jika masih direkat oleh 
persaudaraan sebangsa, secita-cita, sebahasa, senasib dan sepenanggungan. 
Thabataba’I menulis bahwa hendaknya kita menyadari firmannya: 
“Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara” merupakan ketetapan syariat 
berkaitan dengan persaudaraan antara orang-orang mukmin dan yang 
mengakibatkan dampak keagamaan serta hak-hak yang ditetapkan agama. 
8 
 
 
 
Hubungan kekeluargaan antara anak, bapak atau saudara, ada yang ditetapkan 
agama atau undang-undang serta memiliki dampak-dampak tertentu seperti hak 
kewarisan, nafkah, keharaman kawin dan lain-lain, dan ada juga yang ditetapkan 
hanya berdasarkan ketentuan umum (natural) yakni hubungan pertalian 
keturuanan atau rahim. Dua orang anak yang lahir dari dua ibu bapak melalui 
perkawinan yang sah menurut agama, adalah dua saudara yang diakui oleh agama, 
sekaligus diakui berdasar ketentuan umum yakni akibat kelahirannya dari ibu dan 
bapak yang sama. Tetapi jika salah seorang dari kedua anak tadi lahir akibat 
perzinahan, maka yang ini bukanlah anak sah yang diakui agama walaupun dia 
adalah anak yang lahir dari sumber sperma yang sama dan rahim ibu yang sama. 
Anak itu adalah anak hanya berdasar ketentuan umum (natural), bukan ketentuan 
agama. Demikian juga anak angkat. Boleh jadi sementara peraturan menilainya 
sebagai anak, tetapi Islam tidak menilainya sebagaimana halnya anak kandung. 
Nah jika demikian, persaudaran beranekaragam dan memiliki dampak yang 
bermacam-macam. Ada persaudaraan umum (natural) yang tidak memiliki 
dampak dalam ajaran agama seperti lahirnya dua orang dari ayah dan ibu yang 
sama. Ada juga persaudaraan yang memiliki dampak tertentu yang ditetapkan 
agama, misalnya dampaknya dalam pernikahan dan kewarsan. Atau persaudaraan 
berdasar persusuan, yang juga memiliki dampaknya pada pernikahan, waku tidak 
dalam kewarisan. Dengan demikian, persaudaraan antar sesama manusia pun 
berbeda-beda, walau semua dapat dinamai saudara. Demikan lebih kurang uraian 
Thabathaba’i. 
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Kata ( مكيوخأ ) akhawaikum adalah bentuk dual dari kata ( خأ ) akh. 
Penggunaan bentuk dual di sini untuk mengisyaratkan bahwa jangankan banyak 
orang, dua pun, jika mereka berselisih harus diupayakan ishlah antar mereka, 
sehingga persaudaraan dan hubungan harmonis mereka terjalin kembali. 
Ayat di atas mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan 
kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil atau besar, 
akan melahrkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan 
keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana buat mereka, yang pada 
puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara sebagaimana 
dipahami dari kata qital yang puncaknya adalah peperangan.
9
 
 Upaya Perdamaian dalam menyelesaikan suatu masalah merupakan hal 
yang wajib dilakukan oleh setiap pihak yang bersengketa agar tetap menjaga 
komunikasi dan menata berbagai aspek kehidupan di dunia dengan baik antar 
sesama manusia. 
 Secara Umum, Mediasi adalah proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam 
menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.
10
 Mediasi secara langsung 
merupakan suatu kewajiban yang memang harus dilakukan dalam proses 
persidangan. Hal ini dimaksudkan untuk  mempermudah penyelesaian sengketa 
bagi para pihak yang bersengketa demi memperoleh kesepakatan bersama dan 
memberikan suatu keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa, karena 
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dengan adanya mediasi maka besar harapan untuk mendamaikan keduanya agar 
tidak terjadi perselisihan. Mediasi harus diterapkan dan diefektifkan dalam 
menyelesaikan sengketa yang terjadi di pengadilan, karena mediasi sangat 
berperan penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi seperti 
penyelesaian sengketa kewarisan.  
Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta 
kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para 
ahli warisnya. Pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam 
lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris.
11
 
 Sengketa kewarisan bukanlah hal yang mudah untuk di selesaikan karena 
pembagian-pembagian kewarisan harus bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, dan 
juga Ijma, maka dalam proses penyelesaian sengketa kewarisan sangatlah rumit. 
Sehingga pada proses penyelesaiannya dibutuhkan pengetahuan tentang kewarisan 
secara mendalam,agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagiannya.  
 Mediasi dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak 
menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dengan 
pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi 
salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di 
pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan 
dalam penyelesaian sengketa. 
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 Namun saat ini kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan semakin 
berkurang. Hal itu didasarkan pada banyaknya kritik yang ditujukan pada lembaga 
peradilan. Dimana lembaga-lembaga peradilan dinilai sebagai lembaga yang 
lamban dan berbelit-belit dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan. Kritik 
tersebut memang ada benarnya meskipun tidak sepenuhnya benar, karena proses 
bersengketa di pengadilan harus mengikuti hukum acara, sehingga membutuhkan 
waktu. Apalagi dalam khazanah hukum acara perdata dikenal dua jenis upaya 
hukum, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum istimewa/luar biasa,
12
 yang 
lebih menyita banyak tenaga, waktu, dan biaya kalau pihak yang kalah tidak 
merasa puas dengan putusan hakim. Oleh karena itu perlu dicarikan alternatif 
penyelesaian sengketa di pengadilan yang efisien dan efektif serta para pihak 
sama-sama merasa menang, tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. Dengan 
adanya mediasi yang dilakukan oleh mediator maka kemungkinan besar mampu 
mendamaikan pihak yang bersengketa agar tidak melanjutkan lagi perkaranya 
apabila mediasinya berhasil. 
  Berdasarkan uraian dan latar belakang, perlu penelitian dan pengkajian 
lebih mendalam tentang “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa 
Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B, 
Kabupaten Wajo. Dimana fokus penelitan ini berfokus pada peranan mediator 
dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas 
I B. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan ini, maka 
penulis akan memberikan pengertian dan beberapa kata yang terdapat pada judul 
tersebut yakni: 
Peranan dalam kamus lengkap bahasa Indonesia adalah sesuatu yang jadi 
bagian atau yang memegang pemimpin yang terutama dalam terjadinya hal atau 
peristiwa.
13
 Sedangkan yang dimaksud penulis adalah sesuatu yang dilakukan 
oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang baik. 
Mediator dalam kamus hukum lengkap adalah pihak netral yang 
membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai 
kemungkinan penyelesaian sengkata tanpa menggunakan cara memutus atau 
memksakan sebuah penyelesaian.
14
 Sedangkan yang dimaksud penulis adalah 
perantara (penghubung,penengah), yang bertindak sebagai penengah bagi pihak 
yang bersengketa. 
Penyelesaian dalam kamus lengkap bahasa Indonesia berasal dari kata 
selesai adalah sudah jadi apa yang di buat.
15
 Sedangkan yang dimaksud penulis 
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adalah mengakhiri sesuatu yang berkaitan dengan putus atau berakhirnya perkara 
dengan damai. 
Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan di muka 
umum atau dengan melibatkan pihak ketiga. Ini berarti sengketa merupakan 
kelanjutan dari konflik, yang mana sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa 
apabila tidak terselesaikan.
16
 
Kewarisan adalah peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan 
seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.
17
 Dalam istlah hukum 
yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata asa “waris ” dengan 
tambahan awal “ke” dan akhiran “an”. Kata “waris” ini sendiri dapat berarti pula 
proses. Dalam arti pertama mengandung arti “hal ihwal peralihan harta dari yang 
mati kepada yang masih hidup”. Arti yang terakhir ini yang digunakan dalam 
istilah hukum.
18
 
Pengadilan Agama adalah tempat atau badan yang melakukan proses 
pemeriksaan sampai penyelesaian segketa bagi orang-orang yang beragama islam. 
Sengkang merupakan nama ibukota kabupaten Wajo, dan di Sengkang 
inilah terdapat Pengadilan Agama Kelas I B yang akan menjadi lokasi dari 
penelitian ini. 
C. Rumusan Masalah 
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Adapun yang menjadi perhatian bagi peneliti dalam hal ini sebagaimna 
pokok masalah yakni “ Bagaimana Peranan Mediator Dalam Penyelesaian 
Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B”. Dari pokok 
masalah lahirlah sub-sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan 
sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B?  
2. Bagaimana efektivitas yang dicapai mediator dalam menyelesaikan 
sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Kelas Sengkang I B? 
D. Kajian Pustaka 
1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Perma ini sangat membantu 
penulis dalam memahami dan mengetahui mengenai prosedur mediasi di 
pengadilan dan juga mengetahui tentang mediator. Adapun perbedaannya 
dengan penelitian ini adalah penelitian akan membahas mengenai peranan 
mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan, sedangkan PERMA ini 
hanya membahas mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan.  
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H, dalam bukunya “Penyelesaian Sengketa 
Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari’ah Di Indonesia” Tahun 2015. 
Dimana dalam buku ini menjelaskan tentang sengketa dan cara 
penyelesaiaanya dalam sistem hukum di Indonesia. Adapun perbedaannya 
dengan penelitian ini yaitu dalam buku ini kebanyakan membahas 
mengenai arbitrase namun dalam penelitian ini akan membahas mengenai 
mediasi dan juga mediator.  
15 
 
 
 
3. Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Arbitrase Tahun 2003. Dimana 
dalam buku ini menjelaskan tentang Pranata alternatif penyelesaian 
sengketa. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu dalam buku 
ini hanya membahas mengenai hukum arbitrase namun dalam penelitian 
ini akan membahas mengenai mediasi dan juga mediator.  
4. Prof. Dr.Amir Syarifuddin, dalam bukunya yang berjudul “Hukum 
Kewarisan Islam” Tahun 2015. Dimana dalam buku ini menjelaskan 
tentang dasar dan sumber hukum kewarisan Islam. Adapun perbedaannya 
dengan penelitian ini adalah dalam buku ini hanya membahas mengenai 
kewarisan Islam namun dalam penelitian memahas mengenai peranan 
mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan. 
5. Dr. Abdillah Mustari, Hukum Waris (Perbandingan Hukum Islam Dan 
Undang-undang Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)) Tahun 2014. 
Dalam buku ini menjelaskan tentang Pengertian hukum waris, Sumber-
sumber hukum waris Islam.  
6. Abdul Ghofur Anshari, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Eksistensi 
Dan Adaptasi Tahun 2012. Dalam buku ini membahas tentang Asas-asas 
hukum kewarisan Islam. 
7. Prof. Dr. H. Zanuddin Ali, M.A, Hukum Perdata Islam Di Indonesia 
Tahun 2006. Buku ini membahas tentang Unsur-unsur hukum kewarisan 
Islam. 
Dari beberapa referensi yang telah disebutkan diatas, dalam 
pembahasannya belum ada pembahasan yang menjelaskan secara detail dan 
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lengkap tentang peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Akan 
tetapi dari beberapa referensi diatas terdapat beberapa persamaan yang menjadi 
inspirasi penulis untuk membahas dan tetap mengacu pada pokok permasalahan 
yang terdapat dalam buku tersebut, dan disamping itu juga, belum ada penulis dan 
peneliti lain yang membahas tentang judul ini. 
E. Tujuan dan kegunaan penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah:  
1. Untuk mengetahui bagaimana proses yang dilakukan oleh mediator dalam 
menyelesaikan sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. 
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas yang dicapai mediator dalam 
menyelesaikan sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I 
B. 
3. Untuk mengetahui bagaimana peranan mediator dalam penyelesaian sengketa 
kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.   
Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Kegunaan ilmiah 
Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan pembelajaran kepada 
masyarakat luas mengenai peranan mediator dalam menyelesaikan sengketa 
kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. 
2. Kegunaan praktis 
Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan suatu gambaran 
tentang upaya mediator dalam penyelesaian sengketa Kewarisan pada 
Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. Penelitian ini juga diharapkan dapat 
17 
 
 
 
menjadi wacana bagi masyarakat maupun mahasiswa/i serta pegawai  
Pengadilan Agama Sengkang seperti Hakim, Panitera, dan semua pihak yang 
bersangkutan khususnya kepada mediator.  
18 
BAB II  
TINJAUAN TEORETIS 
A. Mediator dalam Lembaga Peradilan Agama 
1. Pengertian Mediasi dan Mediator 
   Kata “mediasi” berasal dari bahasa Inggris, “mediation” yang artinya 
penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau 
penyelesaian secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau 
orang yang menjadi penengah.
1
 
Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa 
yang dimaksud dengan mediasi adalah hal melibatkan pihak ketiga sebagai 
penengah seperti dalam proses penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan 
penengahan.
2
  
Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para 
pihak melalui perundingan dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga yang 
netral (mediator) guna mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang 
dapat disepakati bersama oleh para pihak.
3
 
Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa’/4: 114: 
                                                          
1
 Jhon Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Cet. XXV; Jakarta: 
Gramedia Pustaka Umum, 2003), h. 377.  
2
 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Edisi Baru) (Cet. VI;Jakarta: 
Media Pustaka Phoenix, 2012), h. 571.  
3
 Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari’ah Di 
Indonesia, h. 28.  
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                            
                         
        
Terjemahnya: 
 
Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali 
bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, 
atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. 
dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan 
Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.
4
 
 
Adapun pengertian mediasi menurut PERMA RI No. 1 Tahun 2016 
tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa 
“mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
5
 
Pengertian mediator sendiri adalah pihak ketiga yang dilibatkan dalam 
proses mediasi baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga independen yang 
bersifat netral yang tidak memihak.
6
 Sedangkan dalam perma no.1 tahun 2016 
pasal 1 butir 2 mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat 
mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses 
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa 
menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
7
 
                                                          
4
 Kementrian Agama Republik Indonesia,  Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Al-
Huda Kelompok Gema Insani,  2002)  h. 98. 
5
 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. 
6
 Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui  Peradilan Dan Arbtrase Syari’ah 
DiIndonesia, h. 29. 
7
 PERMA No. 1 Tahun  2016. 
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Jadi dapat dipahami bahwa mediasi merupakan salah satu proses 
pelaksanaan  perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa 
melalui bantuan pihak ketiga (mediator). Dan mediator merupakan pihak ketiga 
dalam membantu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. 
2. Dasar Hukum Mediasi dan Mediator 
Mediasi sebagai sebuah cara penyelesaian sengketa memiliki dasar hukum 
sebagai berikut:  
1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas 
penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat. 
2. HIR Pasal 130 (HIR=Pasal 154 RBg=Pasal Rv). 
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. 
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.02 Tahun 2003 tentang 
Prosedur Mediasi Di Pengadilan. 
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.01 Tahun 2008 Tentang 
Prosedur Mediasi Di Pengadilan 
6. Mediasi atau APS Di Luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU Nomor.30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi Di Pengadilan. 
3. Fungsi dan Tujuan Mediator 
Fungsi mediator adalah sebagai penengah dan ia harus netral. Karena jika 
ia mediator bersikap netral, maka akan lahir ikatan berdasarkan kepercayaan. 
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Mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan 
kehendak dan kemauan para pihak. Mediator juga harus mampu menciptakan 
situasi dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah 
pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan 
(win-win). Selain itu mediator juga bertujuan menolong dua belah pihak untuk 
mencapai kesepakatan dengan tetap netral dan menjamin kerahasiaan  para pihak 
tidak merasa kehilangan, walaupun harus mengurangi hal yang menguntungkan 
mereka untuk mencapai kesepakatan.
8
  
4. Kewajiban Mediator 
1. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip 
penentuan diri sendiri oleh para pihak. 
2. Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama 
bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam 
proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak. 
3. Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap 
pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam 
proses mediasi, serta peran mediator. 
4. Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain hak untuk 
konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar 
dari proses mediasi. 
                                                          
8
 Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Mealui Peradilan Dan Arbirtase Syari’ah Di 
Indonesia, h.28- 29.  
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5. Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi 
dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat 
suatu keputusan. 
6. Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap di dalam 
proses mediasi. 
7. Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi setelah 
berakhirnya proses mediasi. 
5. Peranan Mediator 
Peran penting seorang mediator dapat digambarkan sebagai berikut: 
1. Mediator harus berada di tengah para pihak, mediator bertindak sebagai 
pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak. 
2. Mengisolasi proses mediasi. Mediator tidak berperan sebagai hakim yang 
bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula 
bertindak dan berperan sebagai pemberi nasihat hukum ( to give legal 
advice), juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum (counsellor) 
atau mengobati (the rapits) melainkan hanya berperan sebagai penolong 
(helper flore). 
3. Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam point ini seorang mediator 
harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua 
belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampu 
mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan 
bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang 
kompleks serta mampu berpikir di atas pendapat sendiri. 
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4. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan, sedapat mungkin 
pembicaraan pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu 
mengarahkan secara langsung kearah pembicaraan ke arah pokok 
penyelesaian. 
5. Pemeriksaan bersifat konfidensi, segala sesuatu yang dibicarakan dan 
dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia 
(convidentil information), oleh karena itu mediator harus memegang teguh 
kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa. 
6. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (compromise 
solution), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang 
menang, tetapi sama-sama menang (win-win).
9
 
B. Kewarisan Dalam Islam 
1. Pengetian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam 
Hukum waris Islam dikenal dengan ilmu faraid yang terambil dari kata 
ضئارف (faridhah) adalah jamak dari kata ةضيرف diambil dari kata ضرف yang 
artinya ketentuan atau ketetapan. Pengertian ini terambil dari QS. An-Nisa’/4: 11:  
….                          
   …. 
 
Terjemahnya : 
 
                                                          
9
 Restiana, “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus Di 
Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B)”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN 
Alauddin, 2016), h. 20-21.  
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Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah 
ketetapan dari Allah. 
10
 
 
Dari segi bahasa, ضئارف berarti beberapa bagian tertentu. Dengan 
demikian ilmu faraidh adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang bagian-bagian 
tertentu yang telah ditetapkan oleh syara’ yakni Al-Qur’an dan Hadis.11  
Adapun istilah ilmu mawaris atau ilmu faraidh menurut fuqaha adalah 
sebagai berikut: 
ىتلا ةيفيكو ثراو لكرادقمو ثري لا نمو هب فرعي ملععيز 
Artinya: 
Suatu ilmu yang dengannya dapat kita ketahui siapa yang dapat menerima 
dan yang tidak dapat menerima pusaka, dan kadar/bagian yang diterima 
oleh tiap-tiap ahi waris dan metode pembagiannya.
12
 
   
Adapun penggunaan kata mawarist lebih melihat kepada yang menjadi 
objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih 
hidup. Sebab, kata mawarist merupakan bentuk plural dari kata miwrats yang 
berarti mauruts, harta yang diwarisi. Dengan demikian, maka arti kata warits yang 
digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta 
warisan itu, karena kata waritst artinya yang menerima warisan.
13
  
Dalam Al-qur’an pun ditemukan pengertian mirast sebagai perpindahan 
atau saling memberi dan menerima, istilah ini dikenal para ulama ialah 
                                                          
10
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, h. 102. 
11
 Abdillah Mustari, Hukum Waris (Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-undang 
Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)) (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), 
h. 1. 
12
 Abdillah Mustari, Hukum Waris (Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-Undang 
Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)), h. 1-2. 
13
 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 6. 
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berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang sudah meninggal kepada ahli 
warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah 
atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.14 Sebagaimana firman 
Allah dalam QS. an-Naml/27: 16: 
                             
                     
 Terjemahnya:  
Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai manusia, Kami 
telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala 
sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang 
nyata".
15
 
 
Demikian pula Firman Allah dalam QS. al-Ahzab/33: 27: 
                            
           
 
Terjemahnya: 
Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta 
benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan adalah 
Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.
16
 
Dalam terminologi fiqh biasanya dikemukakan pengertian kebahasaan. Hal 
ini karena kata-kata warasa asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Qur’an. 
Karena memang Al-Qur’anlah dan dirinci dalam Rasulullah, hukum kewarisan 
islam dibangun. Secara bahasa, kata warasa memiliki beberapa arti; pertama, 
                                                          
14
 Abdillah Mustari, Hukum waris (Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-undang 
Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)), h. 3 
15
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 532. 
16
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 596. 
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mengganti ( Qs. al-Naml, 27:16), artinya Sulaiman menggantikan kenabian dan 
kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya. Kedua, memberi (Qs. al-
Zumar, 39:74) dan Ketiga, mewarisi (Qs. Maryam, 19:6). Sedangkan pengertian 
terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, 
mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap 
yang berhak.
17
 Dan hukum kewarisan menurut kompilasi hukum islam adalah 
hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan 
(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan 
berapa bagiannya masing-masing.
18
 
Vollmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah 
harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-wajib, dari orang-
orang yang mewariskan kepada warisnya (Vollmar, 1989: 373). Pendapat ini 
hanya difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli 
warisnya. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Pitlo, ia berpendapat bahwa hukum 
waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan 
karena wafatnya seseorang, yang mengenai pemindahan kekayaan yang 
ditinggalkan oleh simati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang 
memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun 
dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga (Pitlo 1986: 1). Pendapat 
Pitlo ini agak luas, karena didalam pemindahan kekayaan itu, tidak hanya 
hubungan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya, namun juga 
                                                          
17
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1998), h. 355.  
18
 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam  (Cet. I; t.t. Grahamedia Press, 2014), h. 382.  
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diatur tentang hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga. Hubungan dengan 
pihak ketiga ini berkaitan dengan masalah-masalah utang piutang pewaris pada 
saat masih hidup.
19
   
  Adapun pengertian hukum waris dalam KUHPerdata adalah hukum-
hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan 
bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang 
pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. 
Pada dasarnya, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta 
kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para 
ahli warisnya. Istilah waris sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, 
sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia mengartikan ilmu waris sebagai suatu 
perpindahan hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang meninggal 
dunia kepada orang lain yang masih hidup.
20
 Bidang kewarisan yang merupakan 
kompetensi absolut peradilan agama adalah penentuan siapa yang menjadi ahli 
waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing 
ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta 
penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang 
menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.
21
 
Dalam konteks Indonesia, umat islam masih banyak dituntut untuk 
melakukan kerja keras untuk menghasilkan sistem hukum kewarisan yang meng-
                                                          
19
 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 
137-138.  
20
 Abdillah Mustari, Hukum waris (Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-undang 
Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)), h. 3-4. 
21
 Abd. Halim Talli, Peradilan Indonesia (Berketuhanan Yang Maha Esa) (Cet. I; 
Makassar: Alauddin University Press, 2013) h. 86.  
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Indonesia dengan syariat sebagai acuan utamanya. Upaya keras ke depan itu 
minimal dapat difokuskan pada dua aspek. Pertama, upaya menghasilkan produk 
hukum kewarisan (yang islami) nasional yang sesuai dengan konteks masyarakat 
Indonesia. Kedua, upaya sosialisasi produk hukum kewarisan nasional tersebut 
kepada masyarakat Islam.
22
  
2. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan Islam  
 Kewarisan islam sebagai bagian dari syari’at islam dan lebih khusus lagi 
sebagai bagian dari aspek muamalah subhukum perdata (Endang Syaifuddin 
Anshari, 1400: 71) tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran 
islam. Karena itu, penyusunan kaidah-kaidahnya harus didasarkan pada sumber 
yang sama seperti  halnya aspek-aspek yang lain dari ajaran islam tersebut.
23
 
 Dasar hukum kewarisan islam di Indonesia adalah Al-Qur’an , hadis 
Rasulullah, Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Pendapat para sahabat 
Rasulullah, dan Pendapat ahli hukum islam melalui ijtihadnya.
24
 Penggunaan 
sumber ini didasarkan kepada ayat Al-Qur’an sendiri dan hadis Nabi. Salah satu 
ayat yang menyinggung tentang hal ini adalah Allah berfirman dalam QS An-
Nisaa/4: 59.  
                                                          
22
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Eksistensi dan 
Adaptasi) (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University 2012), h. 4 
23
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Eksistensi Dan 
Adaptasi) h. 6. 
24
 Zinuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia  (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 
2006), h. 103. 
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                        
                       
                
 Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.
25
 
 Ayat ini memberi pengertian bahwa orang mukmin diharuskan untuk 
mengikuti atau taat  kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Hal ini dapat diberi 
pengertian, bahwa seorang mukmin senantiasa dalam memecahkan berbagai aspek 
harus mengikuti, dan didasarkan pada sumber tersebut.  
Adapun ayat-ayat Al-Qur’an yang mengatur hukum kewarisan islam 
adalah sebagai berikut: 
1. Allah berfirman dalam QS. An.Nisa/4: 7. 
                      
                           
Terjemahnya: 
 
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan 
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
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 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, h. 114.  
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peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 
bahagian yang telah ditetapkan.
26
 
 
2. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4 :11. 
                           
                              
                        
                          
                          
                        
           
Terjemahnya :  
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua 
orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 
dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika 
anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan 
untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta 
yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang 
yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya 
(saja), Maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu 
mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. 
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia 
buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan 
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 
dekat Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
27
 
  
3. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4 : 12. 
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                           
                       
                         
                   
                          
                       
                       
                     
 
 
Terjemahnya : 
 
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 
isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu 
itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 
seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta 
yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu 
mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta 
yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau 
(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-
laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu 
saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-
masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-
saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang 
sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah 
dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). 
(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar 
dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.
28
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4. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4 : 176. 
 
                        
                              
                           
                            
      
Terjemahnya: 
 
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal 
dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, 
Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang 
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh 
harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika 
saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari 
harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris 
itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian 
seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara 
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu 
tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
29
 
 
Selain dari Al-Qur’an, terdapat pula hadis yang menerangkan tentang 
hukum kewarisan adalah sebagai berikut: 
 ُو اََنثَّدَح َلْيِءاَمْسِإ ُنْب َسىُم اََنثَّدَح ٍساَّبَع ِنْبا ْنَع ِهِيَبأ ْنَع ٍسُواَط ُنْبا اََنثَّدَح ٌبْيَه
 ِنَع اَمُهْنَع مهَّللا يِضَر  َْلأ َلاَق َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا َّلَص ِّيِبَّنلا اُىقِح اََمف اَهِلَْهأب َِضئاََرفْلا
 ٍرَكَز ٍلُجَر َىلَْوِلِ َىُهَف َيِقَب 
Artinya: 
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 Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Nabi saw. Bersabda, berikanlah harta 
waris kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya (kepada pihak) 
laki-laki yang lebih utama”. (HR. Bukhari dan Muslim). 30 
 
Hadis Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil yang diriwayatkan oleh 
Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah. Abu Musa ditanya tentang 
pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak 
laki-laki dan saudara perempuan. Bu Musa berkata : Untuk anak perempuan 
seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibn Mas’ud , 
tentu dia akan mengatakan seperti itu pula. Kemudian ditanyakan kepada Ibn 
Mas’ud dan ia menjawab: Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan 
oleh Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua untuk melengkapi dua 
pertiga cucu seperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan.
31
 
Hadis Rasulullah dari Qabisah bin Syu’aib yang diriwayatkan oleh Perawi 
yang lima selain an-Nasai. Seorang nenek orang yang meninggal datang kepada 
Abu Bakar meminta hak kewarisan dari cucunya (yang meninggal itu). Abu Bakar 
berkata : Dalam kitab Allah tidak disebutkan sesuatu untukmu dan juga tidak ada 
dalam hadis Rasulullah. Pulang sajalah dulu, nanti saya tanyakan kepada orang lain 
kalau ada yang mengetahui. Kemudian Abu Bakar menanyakan kepada para 
sahabat mengenai hal tersebut. Mugirah menjawab pertanyaan Abu Bakar dan 
berkata: Saya pernah melihat padaa saat Rasulullah memberikan hak kewarisan 
untuk nenek orang yang meninggal sebanyak seperenam. Abu Bakar bertanya: 
Apakah ada yang lain yang mengetahui selain kamu? Muhammad bin Masalamah 
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tampil dan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Mugirah. Kemudian Abu 
Bakar memberikan seperenam kepada nenek harta peninggalan cucunya.
32
 
Hadis Rasulullah dari Sa’ad bin Waqqas yang diriwayatkan oleh Bukhari. 
Sa’ad bin Waqqas bercerita sewaktu ia sakit keras, Rasulullah mengunjunginya. Ia 
bertanya kepada Rasulullah: Saya mempunyai harta yang banyak, sedangkan saya 
hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta saya. Saya 
sedekahkanlah dua pertiga harta saya? Rasulullah menjawab : Jangan! Kemudian 
bertanya lagi Sa’ad: Bagaimanakah jika seperduanya? Rasulullah menjawab lagi: 
Jangan! Kemudian bertanya lagi Sa’ad: Bagaimanakah jika sepertiga? Berdabda 
Rasulullah: Sepertiga cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan 
anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkannya 
dalam keadaan miskin (berkekurangan), sehingga meminta-minta kepada orang 
lain.
33
 
Hadis Rasulullah dari Wasilah bin Al-Aska yang diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibn Majah. Wasilah bin Al-Asqa menceritakan bahwa 
Rasulullah bersabda: Perempuan menghimpun tiga macam hak mewaris yaitu (1) 
mewarisi budak lepasnya, (2) anak zinanya, dan (3) mewarisi anak li’annya.34 
Hadis Rasulullah dari Datuk Umar bin Syu’aib yang diriwayatkan oleh At-
Tirmizi, Abu Dawud, dan Ibn Majah. Datuk Umar bin Syu’aib menceritakan 
bahwa Rasulullah bersabda: Laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan 
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perempuan pelacur sampai perempuan itu melahirkan anak,maka anak yang lahir 
dari perbutan zina itu tidak mewarisinya dan tidak diwarisinya. 
Selain dari Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah, terdapat pula sumber hukum 
dari Ijma’ Para Sahabat dan Ulama: 
Para sahabat nabi, tabi’in (generasi setelah sahabat), dan tabi’it tabi’in 
(generasi setalah tabi’in), telah berijma’ atau bersepakat tentang legalitas ilmu 
faraid ini dan tiada seorang pun yang menyalahi ijma’ tersebut. Kalangan sahabat 
nabi yang terkenal dengan pengetahuan ilmu faraidnya ada empat. Mereka adalah 
Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Tsabit, dan Abdullah ibnu 
Mas’ud. Apa yang mereka sepakati atas sebuah masalah faraid, maka umat Islam 
akan menyetujuinya, kendatipun terdapat perbedaan pendapat diantara mereka 
dalam satu masalah tertentu. 
Imam Syasyafi’i dan sebagian ulama yang lainnya telah memilih mazhab 
zaid bin Tsabit, karena sabda Rasulullah SAW., “Zaid telah mengajarkan ilmu 
faraid kepada kalian”. Al-Qaffal berkata, “Pendapat Zaid bin Tsabit dalam masalah 
faraid tidak pernah diabaikan, bahkan semua pendapat-pendapatnya yang diberikan 
oleh sahabat yang lain”.35 
3. Asas-Asas Kewarisan Islam 
Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah 
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam 
mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum 
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kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu hukum kewarisan 
Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum 
kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk 
karakteristik dari hukum kewarisan itu. 
Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat dalam Al-Qur’an dan 
penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam 
sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan 
dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang 
menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta 
itu. Asas-asas tersebut adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas 
keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.
36
 
1. Asas Ijbari 
Kata ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan (compulsory), 
yang melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian wali mujbir 
dalam terminology fikih munakahat (perkawinan) mengandumg arti si wali 
dapat mengawinkan anak gadisnya diluar kehendak anak gadisnya itu dan 
tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkannya itu. 
Begitu pula kata jabari dalam terminologi ilmu kalam mengandung arti 
paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba 
bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut, tetapi adalah kehendak dan 
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kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam 
jabariyah.
37
 
Pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli 
waris berlaku dengan sendirinya. Tidak ada individu maupun lembaga yang 
dapat menangguhkannya. Individu, baik pewaris, ahli waris, apalagi 
individu di luar keluarga, tidak punya hak untuk menangguhkan dan untuk 
tidak menerima harta warisan. Mereka dipaksa (ijbar) memberikan dan 
menerima harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing. Kalau 
misalnya, seorang ahli waris tidak mau menerima karena sudah 
berkecukupan atau alasan lainnya dia tetap akan mendapatkan bagiannya.
38
 
Asas ijbari hukum kewarisan islam dapat dilihat dari beberapa segi, 
yaitu (1) dari pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal 
dunia. Hal ini dapat dilihat dari Al-Qur’an surah An-Nisaa’/4: 7 yang 
menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada bagian warisan dari 
harta peninggalan ibu, bapak, dan keluarga dekatnya. Dari kata nasib atau 
bagian itu, dapat diketahui bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan 
oleh pewaris, terdapat bagian atau hak ahli waris. Oleh karena itu, pewaris 
tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya 
sebelum ia meninggal dunia. Demikian  juga halnya dengan ahli waris , 
tidak perlu meminta-minta hak kepada (calon) pewarisnya. Demikian juga 
bila unsur ijbari dilihat dari segi (2) jumlah harta yang sudah ditentukan bagi 
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masing-masing ahli waris. Hal ini tercermin dalam kata mafrudan yang 
makna asalnya adalah ditentukan atau diperhitungkan.Selain itu, bila unsur 
ijbari dilihat dari (3) kepastian penerima harta peninggalan, yakni mereka 
yang mempunyai hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan dengan 
pewaris. Rincian ahli waris dan pembagiannya yang sudah pasti itu, tidak 
ada suatu kekuasaan manusia pun yang dapat mengubahnya. Unsur yang 
demikian, dalam kepustakaan hukum kewarisan Islam yang sui generis dapat 
disebut juga bersifat wajib dilaksanakan oleh ahli waris.
39
 
2. Asas Bilateral 
Istilah bilateral bila dikaitkan dengan sistem keturunan berarti 
kesatuan kekeluargaan, dimana setiap orang yang menghubungkan dirinya 
dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan pihak bapaknya. Kalau dikaitkan 
dengan hukum kewarisan bermakna ahli waris dapat menerima hak 
kewarisan dari kedua belah pihak baik pihak kerabat laki-laki maupun pihak 
kerabat perempuan.
40
 
Asas bilateral itu, mempunyai dua dimensi saling mewarisi dalam Al-
Qur’an surah an-Nisaa’ (4) ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu (1) antara anak dan 
orang tuanya, dan (2) antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak 
mempunyai anak dan orang tua. Hal ini diuraikan sebagai berikut. Pertama, 
dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya. Dalam Al-Qur’an 
surah an-Nisaa’ (4) ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak 
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mendapat harta warisan dari ibu bapaknya. Demikian juga dalam garis 
hukum surah an-Nisa (4) ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak 
menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-
laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 
dua orang anak perempuan. Kedua, dimensi saling mewarisi antara orang 
yang bersaudara juga terjadi bila pewaris tidak mempunyai keturunan 
dan/orang tua. Kedudukan saudara sebagai ahli waris
41
 dalam ayat 12 
ditegaskan bahwa: 
a. Bila pewaris adalah seseorang laki-laki yang tidak memiliki ahli waris 
langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan/atau perempuannya 
berhak menerima bagian dari harta tersebut. 
b. Bila pewaris adalah seseorang perempuan yang tidak memiliki pewaris 
langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan/atau perempuan 
berhak menerima harta tersebut. 
Dalam ayat 176 dinyatakan: 
a. Seseorang laki-laki yang tidak memiliki keturunan (ke atas dan ke 
bawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka 
saudara-saudaranya itu berhak menerima warisannya. 
b. Seseorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke 
bawah) sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki maupun perempuan, 
maka saudara-saudaranya itu berhak mendapatkan warisannya.
42
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Ayat Al-Qur’an dimaksud, menetapkan bahwa kewarisan saudara laki-
laki dan saudara perempuan dengan pembagian yang berbeda dengan 
hak atau bagian yang diperoleh saudara dalam ayat 176 surah yang sama. 
Perbedaan itu menunjukkan adanya perbedaan dalam hal (orang) yang 
berhak menerima warisan. Oleh karena itu hak saudara, baik laki-laki 
maupun perempuan dalam ayat 12 adalah 1/6 atau 1/3, sama pembagian 
ibu maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 
saudara-saudara dalam ayat 12 itu adalah saudara garis ibu,sedangkan 
saudara-saudara dalam ayat 176 adalah saudara garis ayah atau ayah dan 
ibu. Dengan mendalami makna surah an-Nisaa’ (4) ayat 12 dan 176 
tersebut diperoleh satu kesimpulan bahwa pada garis kerabat ke samping 
pun berlaku kewarisan dua arah, melalui arah ayah dan arah ibu.
43
 
3. Asas Individual  
Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara 
individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris 
lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di 
dalam kalangan hukum adat. Dengan demikian bagian yang di peroleh oleh 
ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang 
lainnya tidak ada sangkut-paut sama sekali dengan bagian yang 
diperolehnya tersebut, sehingga indvidu masing-masing ahli waris bebas 
menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya. Ketentuan asas 
individual ini dapat di jumpai dalam ketentuan Al-Qur’an  surat An-Nisaa’ 
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ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara 
individual) telah ditentukan.
44
     
4. Asas Keadilan Berimbang 
   Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata  
al-adlu (لدعلا). 45 Asas ini berarti bahwa dalam ketentuan hukum waris islam 
senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang 
diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan 
perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang 
dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
46
  
Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis 
kelamin tidaklah menentukan dalam hal kewarisan (kebalikan dari asas 
kesemibangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis 
keturunan patrineal, yang ahli warisnya hanyalah keturunan laki-laki 
saja/garis kebapakan). Dasar hukum asas ini dapat dijumpai antara lain 
dalam ketentuan Al-Qur’an surat an-Nisaa’ ayat 7, 11, 12, dan 176.47  
5. Asas Semata Akibat Kematian 
Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan islam berarti 
kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai 
akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta 
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seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang 
yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta 
seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang 
mempunyai harta itu masih hidup. Demikian juga, segala bentuk pengalihan 
harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung 
maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya, tidak 
termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.
48
  
4. Unsur-unsur Kewarisan 
Adapun unsur-unsur kewarisan yakni: 
1. Pewaris 
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama 
islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. 
Istilah  pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan 
hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada 
keluarganya yang masih hidup. Seseorang yang masih hidup dan 
mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, 
meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.
49
 
2. Harta Warisan 
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Harta warisan menurut hukum islam ialah segala sesuatu yang 
ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli 
warisnya. 
50
 
3. Ahli Waris 
Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan 
kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, 
beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli 
waris.
51
 
5. Bagian-Bagian Yang Diterima Ahli Waris 
Ketentuan pembagian harta yang telah ditetapkan oleh Al-Qur’an (furudh 
al-muqaddarah) adalah sebagai berikut: 
1. Ahli waris yang mendapat 1/2 harta waris 
Ahli waris yang mendapat bagian setengah ada lima orang. Seorang 
diantaranya laki-laki dan empat orang lainnya perempuan: 
a. Suami, jika tidak ada anak atau cucu 
b. Anak perempuan, apabila hanya seorang diri, jika si mati tidak 
meninggalkan anak laki-laki.
52
 
c. Cucu perempuan dari anak laki-laki (keturunan), jika si mati tidak 
meninggalkan anak atau cucu laki-laki. 
d. Saudara perempuan sekandung apabila seorang diri. 
e. Saudara perempuan seayah.53 
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2. Ahli waris yang mendapat 1/3 harta waris 
Para ahli waris yang mendapat 1/3 bagian terdiri dari dua orang yaitu: 
a. Ibu, jika si mati tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki 
atau dua orang saudara.
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b. Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki 
maupun perempuan.
55
 
3. Ahli Waris Yang Mendapat 1/4 Harta waris 
Para ahli waris yang mendapat 1/4 terdiri dari dua orang yaitu: 
1. Suami, jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki. 
2. Istri, seorang atau lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak atau 
cucu.
56
 
4. Ahli Waris Yang Mendapat 1/6 
Para ahli waris yang mendapat 1/6 terdiri dari tujuh orang yaitu: 
1. Ayah mendapat seperenam bila pewaris mempunyai anak, baik anak laki-
laki atau anak perempuan. 
2. Kakek Sahih (ayahnya ayah) dan terus ke atas mendapat seperenam 
apabila orang yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-
laki dan terus ke bawah, dengan syarat tidak ada ayah (dari orang yang 
meninggal). 
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3. Ibu mengambil bagian seperenam dari harta yang ditinggalkan pewaris, 
dengan dua syarat: pertama, bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau 
perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki. Kedua, bila 
pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki 
ataupun perempuan, baik sekandung, seayah, ataupun seibu. 
4. Cucu perempuan dari keturunan dari keturunan anak laki-laki seorang 
atau lebih akan mendapat bagian seperenam apabila yang meninggal 
(pewaris) mempunyai satu anak perempuan. 
5. Saudara perempuan seayah atau satu orang atau lebih akan mendapat 
bagian seperenam apabila pewaris mempunyai seorang saudara 
sekandung perempuan. 
6. Saudara laki-laki atau perempuan seibu akan mendapat bagian masing-
masing seperenam bila mewarisi sendirian. 
7. Nenek sahih mendapatkan bagian seperenam ketika pewaris tidak lagi 
mempunyai ibu.
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5. Ahli Waris Yang Mendapat 1/8 Harta Waris 
Para ahli waris yang mendapat 1/8 hanya satu orang yaitu: 
1. Istri seorang atau lebih, apabila ada anak atau cucu.58 
6. Ahli Waris Yang Mendapat 2/3 Harta Waris 
Para ahli waris yang mendapat 2/3 terdiri dari empat orang yaitu: 
                                                          
57
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, h.147-150.  
58
 Muammar M. Bakry, Akuntansi Dasar Mawaris (Cara Cepat Membagi Harta Pusaka 
Secara Syar’i), h. 35.  
46 
 
 
 
1. Dua orang anak perempauan atau lebih, jika mereka tidak mempunyai 
saudara laki-laki. 
2. Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, jika mereka tidak ada 
anak perempuan atau saudara laki-laki. 
3. Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih jika si mati tidak 
meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki 
atau saudara laki-laki mereka. 
4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih jika tidak ada yang 
tersebut nomor 1, 2, 3 atau saudara laki-laki mereka.
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, 
maka dalam menelaah data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan, 
maka penulis menempuh metode sebagai berikut: 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 
1. Jenis Penelitian 
Zainuddin Ali memberikan pengertian tentang metode penelitian 
kualitatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat 
dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-
norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
1
 Terkait dengan 
penelitian yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini merupakan peneitian 
lapangan (field research) kualitatif. Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian in 
termasuk penelitian kualitatif deskriptif  karena data-data yang dianalisis itu 
berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati dan mengkaji lebih mendalam 
dengan menguraikan secara terperinci data di lapangan. Menguraikan secara 
rinci yang dimaksud oleh penulis adalah menggambarkan dan memaparkan data 
hasil penelitian mengenai Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa 
Kewarisan  Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B baik yang bersumber 
dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Dari data itulah kemudian 
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didapatkan berbagai data dari berbagai sumber mengenai peranan mediator 
dalam penyelesaian sengketa pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlangsung di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B 
Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui 
tentang bagaimana Pengadilan Agama Sengkang dalam mendamaikan pihak 
yang bersengketa termasuk bagaimana peranan mediator dalam penyelesaian 
sengketa kewarisan.  
B. Pendekatan Penelitan 
Adapun metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
a. Pendekatan lagalitas formal adalah landasan hukum,yaitu pendekatan yang 
mengacu pada perangkat perundang-undangan yamg mengatur tentang 
masalah yang diteliti. 
b. Pendekatan sosial (non doktrinal) dengan mengkaji fakta-fakta dilapangan 
serta menelaah pula bebagai referensi yang relevan dengan masalah yang akan 
diteliti. 
C. Jenis Dan Sumber Data 
a. Jenis data 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh lansung dari sumbernya, baik 
melaui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen 
tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. 
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2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 
penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis disertasi, dan peraturan 
perundang-undangan.
2
 
b. Sumber data 
Sumber data yang  diperoleh yakni berupa data primer yang 
diperoleh langsung dari sumbernya atau yang disebut dengan narasumber. 
Narasumber ini dipilih karena kedudukannya atau kemampuannya yang 
dianggap dapat menjelaskan secara rinci tentang masalah yang dijadikan 
objek penelitian. Dan juga sumber yang diperoleh dari buku dan tulisan-
tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan: 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Penelitan Kepustakaan (library research) yakni penelitian dengan 
melakukan peneitian kepustakaan yaitu menggunakan dan mengutip buku dan 
pembahasan yang sesuai dengan masalah yang diteliti, yaitu dengan membaca 
dan menelaah buku-buku yang relevan atau sumber lain seperti jurnal dan 
lain-lain. Dalam melakukan kutipan atau menggunakan metode ini, peneliti 
menggunakan dua jenis kutipan yakni kutipan langsung dan kutipan tidak 
langsung. Kutipan langsung adalah dengan memindahkan seluruh atau 
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sebagian pembahasan yang sesuai dengan penelitian tanpa mengubah redaksi 
kalimat, sedangkan kutipan tidak langsung adalah dengan menggunakan 
redaksi kalimat yang berbeda tapi memiliki subtansi atau maksud yang sama. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapagan (field research) adalah penelitian yang dilakukan di 
lapangan yakni melakukan interaksi langsung dengan objek penelitian dengan 
terlibat langsung di lokasi penelitian. Dalam studi lapangan ini peneliti akan 
melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B. Penelitian ini 
didasari untuk mengetahui tentang bagaimana peranan mediator dalam 
penyelesaian sengketa kewarisan dengan melakukan berbagai cara seperti 
melakukan wawancara dan lain-lain. 
E. Instrumen Penelitian  
Instrumen penelitian adalah merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 
mengumpulkan data. Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas 
yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian 
sebenarnya. Data yang diperoleh melalui penelitian ini akan diolah menjadi suatu 
informasi yang merujuk kepada hasil penelitian nantinya. Adapun instrumen yang 
peneliti gunakan dalam penelitian sebagai berikut: 
1. Observasi 
Observasi adalah peninjauan secara cermat dan mengawasi secara 
teliti guna mendapatkan data yang lebih jelas serta mencatat secara sistematis 
hal-hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan penelitian. Observasi di 
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maksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung kelapangan 
terhadap objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan 
menggunkan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku 
catatan dan juga kamera sehingga seluruh data-data yang diperoleh dilapangan 
dapat lansung di catat dan difoto sebagai bukti. 
2. Wawancara  
Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti 
dan narasumber guna menggali dan mendalami objek penelian yang di 
inginkan. Dalam melakukan wawancara tidak boleh sembarang orang yang  
diwawancarai melainkan memang orang yang berkompeten yang dapat 
memberikan informasi sehubungan dengan penelitian yang dilakukan. 
3. Dokumentasi 
 Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, penyimpanan 
informasi seperti rekaman wawancara, foto, dan semua data- data yang 
diperoleh selama berada dilokasi penelitian yang sangat dibutuhkan sebagai 
data yang valid. 
F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 
Analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurut data kedalam pola, 
kategori dan satu uraian besar. Tujuan analisis data ialah untuk menyederhanakan 
data kedalam bentuk yang mudah dibaca. Teknik pendekatan deskriptif kualitatif 
merupakan suatu proses menggambarkan keadaan sasaran yang sebenarnya, 
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penelitian secara apa adanya sejauh apa yang peneliti dapatkan dari hasi observasi, 
wawancara, maupun dokumentasi. Analisis deskrptif digunakan untuk 
menggambarkan populasi yang sedang diteliti. 
Untuk menganalisis data yang terkumpul nanti agar memperoleh kesimpulan 
yang valid maka digunakan tekhnik pengolahan dan analisis data dengan metode 
kualitatif. Adapun tekhnik dan interpretasi data yang akan digunakan yaitu: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 
mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 
dapat dambil. Peneliti mengolah teori ataupun informasi untuk mendapatkan 
kejelasan pada masalah. Baik data yang terdapat dilapangan maupun yang 
terdapat di kepustakaan. Data yang dikumpukan dipilih secara selektif dan 
disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. 
Kemudian dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang data yang diperoleh. 
2. Display data 
Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data ke dalam 
satu bentuk sehingga terlihat utuh. Dalam penyajian data dilakukan secara 
induktif yakni menguraikan setiap permasalahan dalam permasalahan 
penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara 
spesifik. 
3. Penarikan Kesimpulan 
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Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 
kesimpulan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan 
sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan 
data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan 
diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan memikirkan kembali dan 
meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.    
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BAB IV 
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN PADA 
PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B 
Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B tepatnya berada di  Kabupaten 
Wajo dibangun pada tahun 1980 di atas areal tanah seluas 543 m2 yang awalnya 
berkantor di Jl. Sultan Hasanuddin No. 15 Sengkang Kelurahan Maddukkelleng 
Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Kemudian 
pada tanggal 21 April 2008 pindah kekantor baru Jl. Beringin I yang telah 
diresmikan oleh Wakil Ketua MahkamahAgung RI pada tanggal 27 Agustus 
2008. Adapun sejarah terbentuk dan dasar hukum terbentuknya Pengadilan 
Agama Sengkang Kelas I B adalah sebagai berikut :
1
  
1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B 
Berdirinya Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo dapat kita lihat 
pertama kali pada pasal 1 Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang 
pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar’ah di luar Jawa dan Madura 
yang berbunyi “ Di tempat-tempat yang ada Pengedilan Negeri ada sebuah 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah yang daerah hukumnya sama dengan 
daerah hukum Pengadilan Negeri “. 
Selanjutnya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tersebut 
menentukan nama-nama tempat di mana akan dibentuk Pengadilan Agama 
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Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.  
55 
 
 
 
/Mahkamah Syari’ah dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Sengkang 
tercantum dalam daftar-daftar nomor Pengadilan Agama /Mahkamah Syari’ah. 
Namun demikian bukan berarti secara otomatis Pengadilan Agama sengkang 
Kabupaten Wajo telah terbentuk, sebab pada pasal 12 dari Peraturan Pemerintah 
tersebut menyatakan “ pelaksana dari peraturan ini diatur oleh Menteri Agama”.  
Kemudian pada tanggal 6 Maret 1950 keluarlah Penetapan Menteri Agama 
Nomor 5 Tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syari’ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat sebagai realisasi 
dari pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. 
Dalam penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tersebut 
menetapkan bahwa dalam nomor urut 17 (tujuh belas) akan dibentuk Pengadilan 
Agama /mahkamah Syari’ah Sengkang Kabupaten Wajo. 
  Akan tetapi dengan dasar penetapan Menteri Agama tersebut Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syariah Sengkang Kabupaten Wajo belum dapat 
melaksanakan tugasnya sebagai salah satu badan peradilan yang resmi karena di 
samping belum ada kantornya juga belum ada pegawainya. Barulah pada tahun 
1959 diangkat 3 (tiga) orang pegawai Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten 
Wajo, tetapi masih terbentur pada masalah belum adanya pejabat Ketua yang 
ditunjuk sebagai pimpinan, sehingga Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten 
Wajo pada waktu itu belum dapat berjalan. Dan nanti pada tanggal 1 Juni 1960 
Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo resmi terbentuk baik dari segi 
yuridis formil maupun dari segi kenyataan, karena pada waktu itu Pengadilan 
Agama Sengkang Kabupaten Wajo diresmikan dan sekaligus pelantikan Bapak 
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K.H.Hamzah badawi sebagai Panitera merangkap Pejabat Ketua berdasarkan surat 
Keputusan Menteri Agama No : C/Iim-17/1396 tanggal 3 Maret 1960 terhitung 
mulai tangggal 1 Maret 1960 sebagai pindahan dari pegawai Kantor Urusan 
Agama Kabupaten Wajo.
2
 
2. Dasar Hukum Terbentuknya Pengadilan Agama Sengkang Kelas  I B 
Pengadilan Agama Sengkang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah 
nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syariah di luar Jawa dan Madura. Perkembangan berikutnya terjadi perubahan 
nama serta wilayah hukum dan lokasi Pengadilan Agama/MahkamahSyariah 
berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958. 
3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B 
Kabupaten Daerah Tk II Wajo Propinsi Sulawesi-selatan adalah daerah 
yurisdiksi PA Sengkang yang memiliki luas wilayah .2.506,19 km2 yang terdiri 
atas 14 Kecamatan, 48 kelurahan dan 128 Desa dengan batas-batas sebagai 
berikut: 
- Sebelah Utara kabupaten Luwu 
- Sebelah Selatan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone. 
- Sebelah Timur Teluk Bone. 
- Sebelah Barat Kabupaten Soppeng dan Kabupaten sidrap. 
NO. KECAMATAN 
IBU KOTA 
KECAMATAN 
JUMLAH 
KELURAHAN/DESA 
1 Sabbangparu Kota Baru 15 
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Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.  
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2 Tempe Siengkang 16 
3 Pammana Maroanging 15 
4 Bola Solo 10 
5 Takkalalla Peneki 13 
6 Sajoanging Jalang 9 
7 Penrang Doping Baru 10 
8 Majauleng Paria 18 
9 Tanasitolo Tancung 19 
10 Belawa Menge 9 
11 Maniangpajo Anabanua 8 
12 Gilireng Gilireng 9 
13 Keera Keera 10 
14 Pitumpanua Siwa 14 
 
Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B S 
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4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B 
VISI  
“ Terwujudnya Pengadilan Agama Sengkang Sebagai Bagian Pengadilan 
Indonesia yang Agung” 
MISI  
Misi Pengadilan Agama Sengkang adalah sebagai berikut: 
1. Mewujudkan pelayanan yang transparan, cepat, dan tepat waktu. 
2. Mewujudkan kinerja yang professional. 
3. Mewujudkan pembinaan dan pengawasan yang berkualitas. 
5.   Perkara yang ditangani Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B 
Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo, seperti halnya Pengadilan 
Agama lainnya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; (a) 
Perkawinan, (b) Kewarisan, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, 
(h) Shadaqah, dan (i) Ekonomi Syariah. Dalam bidang perkawinan, Pengadilan 
Agama Sengkang menangani beberapa jenis perkara yaitu; izin poligami, 
dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami 
dan istri, cerai talak, cerai gugat, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, 
pencabutan kekuasaan orang tua, penetapan ahli waris, pengangkatan anak, 
nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu, Hak-hak bekas istri/kewajiban 
bekas suami. Pencabutan orang lain sebagai wali oleh pengadilan, ganti rugi 
terhadap wali, asal-usul anak, penolakan kawin campuran, isbath nikah, wali 
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adhal, dan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
Undang RI No.1 tahun 1974.
3
 
B. Proses yang Dilakukan Oleh Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa 
Kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B 
Tiap Negara dan bangsa menghendaki adanya tatanan masyarakat yang 
tertib, tentram, damai dan seimbang sehingga setiap konflik, sengketa atau 
pelanggaran diharapkan untuk dipecahkan atau diselesaikan, hukum harus 
ditegakkan, setiap pelanggaran hukum harus secara konsisten ditindak, dikenai 
sanksi. Kalau setiap pelanggaran hukum ditindak secara konsisten maka akan 
timbul rasa aman dan damai, karena ada jaminan kepastian hukum. Pengadilan 
merupakan salah satu tumpuan harapan masyarakat para pencari keadilan atau 
pihak-pihak yang bersengketa. Dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan 
kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas pokok yakni menerima, 
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 
kepadanya. Agar tugas pokok itu tercapai dengan baik, maka pengadilan haruslah:  
a. Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada para pencari 
keadilan. 
b. Memberikan pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan oleh 
pencari keadilan. 
c. Memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final 
sehingga memuaskan kepada para pihak dan masyarakat.
4
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 Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. 
4
Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah Di 
Indonesia, h. 6002E 
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1. Pengertian mediasi 
Mediasi adalah proses perdamaian suatu sengketa (mediasi) perdata di 
Pengadilan dimana yang bertindak sebagai penengah (mediator) adalah seorang 
hakim aktif yang bukan pemeriksa perkara yang dilakukan sebelum sidang 
perkara atau selama pemeriksaan perkara berlangsung sebelum jatuhnya putusan 
majelis hakim pemeriksa perkara.
5
 
Berbicara masalah mediasi tentu mengarah kepada solusi yang akan 
didapat/diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa dengan cara yang 
berdasarkan musyawarah yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan 
dibantu oleh orang ketiga yang netral (mediator). Adapun pengertian mediasi 
menurut mediator Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B adalah sebagai berikut:         
Drs. Idris, M.H.I mengatakan bahwa:
6
 
Mediasi adalah upaya penyelesaian suatu sengketa non litigasi, akan tetapi 
melalui upaya perdamaian di luar sidang dengan menghadirkan pihak-
pihak yang bersengketa untuk diajak berembuk supaya menyelesaikan 
sengketa secara damai. 
 
Drs. Muh. Arsyad, S.Ag mengatakan bahwa:
7
 
Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk 
memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator. 
 
Dra. Narniati mengatakan bahwa:
8
 
                                                          
5
Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam 
Memajukan Sistem Peradilan (Cet. 1; Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), h. 43. 
6
 Hasil wawancara dengan Drs. Idris, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Sengkang, pada 
tanggal 8 Juni 2017. 
7
 Hasil wawancara dengan Drs. Muh. Arsyad, S. Ag, Hakim Pengadilan Agama Sengkang 
pada tanggal 9 Juni 2017. 
8
 Hasil wawancara dengan Dra. Narniati, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Sengkang 
pada tanggal 20 Juni 2017.  
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Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai, tepat, efektif, 
dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk 
memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan dengan 
dibantu oleh mediator. 
   
Dra. Hj. Farida Mustafa mengatakan bahwa:
9
 
Mediasi adalah sesuatu yang wajib dilakukan bila kedua belah pihak hadir 
di persidangan. Memedasi maksudnya di nasehati dan diberi pengertian 
agar bias berdamai dan dimaksimalkan. 
  
Drs. H. Makka A mengatakan bahwa:
10
 
Mediasi adalah menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk 
memperoleh kesepakatan dibantu oleh mediator. 
 
2. Proses Perdamaian/ Mediasi 
a. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di 
persidangan, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. 
b. Dalam mengupayakan perdamaian harus mempedomani Peraturan 
Mahkamah Agung RI (PERMARI) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 
Mediasi, yang mewajibkan agar semua perkara perdata yang diajukan ke 
Pengadilan tingkat pertama wajib untuk dilakukan perdamaian dengan 
bantuan mediator. 
c. Dalam setiap perkara perdata (selain perceraian), apabila kedua belah 
pihak hadir di persidangan majelis hakim langsung memerntahkan para 
pihak melakukan mediasi. 
                                                          
9
 Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Faridah Mustafa, Hakim Pengadilan Agama 
Sengkang pada tanggal 20 Juni 2017. 
10
 Hasil wawancara dengan Drs. H. Makka A., Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada 
tanggal 8 Juni 2017. 
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d. Dalam perkara perceraian sebelum majelis hakim memerintahkan para 
pihak melakukan mediasi, terlebih dahulu majelis hakim harus 
mendamaikan sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 
Tahun 2009 (hasil Rakernas MA Tahun 2012 di Manado). 
e. Dalam perkara selain perceraian pada sidang pertama hakim yang 
memeriksa perkara wajib: 
1) Menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi. 
2) Menyarankan para pihak untuk memilih mediator (mediator non 
hakim), dan apabila mediator dari hakim maka mediator ditetapkan 
oleh Ketua Majelis Hakim. 
3) Membuat penetapan mediator yang dipilih oleh para pihak. Jika para 
pihak gagal memilih mediator, majelis menunjuk mediator dari salah 
satu mediator yang ada dalam daftar mediator. 
4) Setelah penunjukan mediator, majelis menunda persidangan untuk 
memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi paling 
lama 40 hari dan dapat diperpanjang 14 hari, apabila ada rekonpensi 
maka gugatan rekonpensi tersebut harus pula dimediasi. 
5) Terhadap perkara perceraian yang dikumulasikan dengan perkara 
lainnya dan ternyata mediasi perceraiannya gagal, maka mediasi di 
lanjutkan terhadap perkara assesoir yaitu: hadhanah, harta bersama 
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dan lasin-lain. Apabila assesoir berhasil maka mediasi dilaporkan 
tidak berhasil. 
6) Jika mediasi terhadap perkara assesoir  ternyata berhasil dan dalam 
proses litigasi ternyata Majelis hakim berhasil pula mendamaikan 
perkara perceraiannya, maka kesepakatan para pihak tentang perkara 
assesoir  tersebut tidak berlaku, sepanjang assesoir itu melekat pada 
perceraian seperti sengketa harta bersama, mut’ah dan nafkah iddah. 
7) Apabila para pihak telah selesai melakukan mediasi, maka wajib untuk 
menghadap di persidangan. 
8) Dalam hal persidangan belum ditentukan hari persidangan, maka 
majelis hakim menentukan hari sidang dan para pihak menunggu 
panggilan. 
9) Mediator wajib memberitahukan secara tertulis hasil mediasi kepada 
Majelis Hakim sebelum persidangan dilaksanakan, hasil mediasi yang 
dinyatakan gagal/tidak berhasil/tidak layak, maka pemeriksaan perkara 
dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan. 
10) Apabila mediasi berhasil dalam perkara (perceraian), maka hakim 
menyaranka kepada para pihak untuk mencabut perkaranya, tetapi 
apabila para pihak tidak mau mencabut perkaranya, majelis hakim 
memutus dengan tidak menerima gugatan Penggugat/Pemohon: Selain 
perkara perceraan hasil kesepakatan (perdamaian) dibuat dalam akta 
perdamaian dan dimasukkan dalam putusan. 
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f. Dalam perkara perceraian upaya perdamaian dapat dilakukan dalam setiap 
persidangan dan pada semua tingakat peradilan (Pasal 82 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009). 
g. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus dating secara pribadi, 
kecuali apabila salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri, dan tidak 
dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang 
secara khusus dikuasakan untuk itu, dan apabila kedua belah pihak berada 
di luar negeri, maka Pemohon/Penggugat pada sidang perdamaian harus 
menghadap secara pribadi (Pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009). 
h. Jika terjadi perdamaian dalam pemeriksaan perkara verzet atas putusan 
verstek dalam perkara perceraian, maka Majelis Hakim membatalkan 
putusan verstek dengan amar sebagai berikut: 
1) Menyatakan perlawanan pelawan dapat diterima. 
2) Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar. 
3) Membatalkan putusan verstek nomor… tanggal… bertepatan dengan 
tanggal… 
4) Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 
5) Membebankan biaya perkara kepada pelawan sejumlah Rp… 
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i. Jika terjadi perdamaian dalam pemeriksaan perkara verzet atas putusan 
verstek dalam perkara selain perceraian, maka majelis Hakim 
membatalkan putusan verstek dengan amar sebagai berikut: 
1) Menyatakan perlawanan pelawan dapat diterima. 
2) Menyatakan pelawan/tergugat adalah pelawan yang benar. 
3) Membatalkan putusan verstek nomor… tanggal… 
4) Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati akta perdamaian 
tanggal… 
5) Membebankan biaya perkara kepada…sejumlah Rp…(…) 
j. Putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan 
putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak 
dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada Ketua Pengadilan 
Agama yang bersangkutan. 
k. Putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi 
dan peninjauan kembali (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). 
l. Jika tergugat lebih dari satu, dan yang hadir hanya sebagian, maka mediasi 
tetap dapat dijalankan dengan memanggil lagi tergugat yang tidak hadir 
secara sah dan patut dengan bantuan Ketua Majelis, dan jika tergugat yang 
bersangkutan juga tetap tidak hadir, maka mediasi berjalan hanya antara  
penggugat dengan tergugat yang hadir. Jika antara penggugat dengan 
tergugat yang hadir tercapai kesepakatan perdamaian, maka penggugat 
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mengubah gugatannya dengan cara meniadakan pihak tergugat yang 
objeknya lebih satu, yang salah satunya telah beralih kepada pihak ketiga 
yang tidak hadir maka gugatannya dirubah dengan menggugat tergugat 
yang hadir saja. 
Contoh: dalam kasus harta bersama yang dikuasai oleh pihak ketiga yang 
tidak hadir yang objeknya lebih dari satu, yang salah satunya telah beralih 
kepada pihak ketiga yang tidak hadir maka gugatannya dirubah dengan 
menggugat tergugat yang hadir saja. 
m. Jika para pihak/ salah satu pihak menolak untuk mediasi setelah 
diperintahkan oleh Pengadilan, maka penolakan para pihak/salah satu 
pihak untuk mediasi dicatat dalam berita acara sidang dan dimuat dalam 
putusan. 
n. Jika terjadi perdamaian di tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali, 
maka dalam kesepakatan perdamaian dicamtumkan klausula bahwa kedua 
belah pihak mengesampingkan putusan yang telah ada. 
o. Apabila ternyata dalam akta perdamaian terdapat error in persona maka 
perjanjian damai tersebut tidak sah. 
p. Yurisprudensi lain, putusan Mahkamah Agung Nomor 454 K/Pdt/1991 
tanggal 29 Januari 1993 merumuskan norma akta perdamaian dapat 
dibatalkan jika isinya bertentangan dengan Undang-Undang (Pasal 1854 
KUHPerdata “Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang termaktub 
di dalamnya; pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ 
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harus diartikan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan 
dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut). 
q. Perkara yang tidak wajib dimediasi adalah perkara volunteer dan perkara 
yang menyangkut legalitas hukum Islam, seperti pembatalan nikah, serta 
perkara yang salah pihaknya tidak hadir di persidangan. 
r. Mediasi dilaksanakan minimal sekali dalam penundaan sidang, tidak perlu 
ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan, tetapi dalam sidang 
berikutnya langsung diberitahukan untuk hadir tanpa dipanggil lagi.
11
 
Prosedur dan tahapan mediasi dalam perkara perdata pada umumnya, 
diatur dalam pasal 3 sampai pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 
Tahun 2003 Jo PERMA Nomor. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Medasi di 
Pengadilan. Mediasi di pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra 
mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi. Tahapan pramediasi adalah tahap 
dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur 
mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan 
membantu menyelesaikan sengketa mereka.
12
 
Dalam menjalankan proses mediasi, mediator harus mampu menjalankan 
tugasnya sebagai pihak ketiga yang netral dalam memutuskan perkara, dan 
diberikan kebebasan untuk menciptakan kemungkinan terjadinya kesepakatan 
damai di antara kedua belah pihak yang bersengketa. 
                                                          
11
 M. Rum Nessa, Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia (Cet. I; 
Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 89-93.   
12
Restiana, “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus Di 
Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B)”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN 
Alauddin, 2016),  h. 93. 
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Menurut Drs. Idris, M.H.I ia mengatakan bahwa: 
Apabila proses mediasi berhasil maka setelah itu dilanjutkan dengan satu 
kali proses persidangan dengan agenda memutuskan apa yang telah 
disepakati pada proses mediasi, namun apabila proses mediasi tidak 
berhasil maka tetap lanjut dengan agenda mengikuti semua 
proses/prosedur yang dijalankan oleh Pengadilan.
13
    
 
Menurut Drs. H. Makka A. ia mengatakan bahwa: 
  
Diupayakan kalau bisa selesai disitu (mediasi), tapi kalau mereka ngotot 
ya apa boleh buat. Maksudnya gini kalau dia selesai ditingakat mediasi 
berarti mereka itu kan damai, kalau damai disitu berarti ya udah tidak ada 
masalah kan, sisa dirumuskan bagaimana perdamaiannya. Hasil 
perdamaian itu dibawa nanti ke ruangan sidang. Di ruangan sidang itu ya 
ada dua kemungkinan pihak, apakah dia cabut perkaranya atau dibuatkan 
penetapan putusan yang mengikat perdamaian tadi itu. Ya kalau damai 
kemudian masuk di persidangan dibuatkan putusan yang mengikat, kalau 
sudah diikat dengan dengan putusan itu berarti sudah punya hak eksekutor 
kan, itu sudah kuat tetapi tetap hasil perdamaiannya mereka tunduk pada 
hasil perdamaiannya kan.
14
  
 
Menurut Dra. Narniati, S.H., M.H. ia mengatakan bahwa: 
 
Memerintahkan para pihak menghadiri pertemuan mediasi, diupayakan 
secara maksimal, dilakukan paling lama 30 hari.
15
 
 
Menurut Dra. Hj. Faridah Mustafa ia mengatakan bahwa: 
 
Sama dengan perkara biasa hanya saja bukan satu kali saja dimediasi 
berulang-ulang bila belum damai.
16
  
 
Menurut HIR, anjuran damai dari hakim sudah dilakukan (dalam sidang 
pertama) sebelum pembacaan surat gugatan. Anjuran damai sebenarnya dapat 
dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada 
                                                          
13
 Hasil wawancara dengan Drs. Idris, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Sengkang, pada 
tanggal 8 Juni 2017. 
14
 Hasil wawancara dengan Drs. H. Makka A., Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada 
tanggal 8 Juni 2017. 
15
 Hasil wawancara dengan Dra. Narniati, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama 
Sengkang pada tanggal 20 Juni 2017.  
16
Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Faridah Mustafa, Hakim Pengadilan Agama 
Sengkang pada tanggal 20 Juni 2017.  
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permulaan sidang pertama adalah bersifat “mutlak/wajib”dilakukan dan 
dicantumkan dalam berita acara sidang , karena ada keharusan yang menyatakan 
demikian, walaupun mungkin menurut logika, kecil sekali kemungkinannya. 
Pernah juga terjadi perdamaian tetapi kebanyakan bukan terjadi dalam sidang 
pertama.
17
 
Kalau terjadi perdamaian maka dibuatkanlah akta perdamaian di muka 
pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan. Terhadap perkara yang sudah 
terjadi perdamaian tidak boleh lagi diajukan perkara, kecuali tantang hal-hal baru 
di luar itu. Akta perdamaian tidak berlaku banding sebab akta perdamaian bukan 
keputusan pengadilan. Bila tidak terjadi perdamaian, hal itu harus dicantumkan 
dalam berita acara sidang, sidang akan dilanjutkan. 
C. Efektivitas Yang Dicapai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa 
Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. 
Dalam proses mediasi, hakim sebagai mediator tidak memiliki 
kewenangan untuk memutus perkara seperti dalam sidang pengadilan (litigasi). 
Peran mediator dalam proses mediasi kemudian terbagi dua: apakah hanya 
sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi (facilitative 
approach) atau bisa memberikan saran dan pertimbangan hukum (evaluative 
approach).
18
 
Adapun pertanyaan dan jawaban dari informan/narasumber yaitu apakah 
mediasi di Pengadilan Agama Sengkang sudah efektif, Menurut Drs. Idris, M.HI 
                                                          
17
 Roihan A. Rasyid,  Hukum Acara Peradilan Agama (Ed. 2 Cet. 10; Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2003), h. 97-98. 
18
 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam 
Memajukan Sistem Peradilan, h. 43-44. 
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ia mengatakan bahwa kalau dilihat dari hasilnya belum, masih banyak yang 
berlanjut
19
 hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H 
dan Drs. H. Makka A, ia juga mengatakan bahwa belum, jarang berhasil, rata-rata 
tidak berhasil. Sedangkan menurut Dra. Narniati, S.H., M.H adalah dimediasi 
sampai batas waktu menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan adanya batas 
waktu yang ditentukan maka proses mediasi bisa dilakukan sepanjang waktu 
belum berakhir. Apabila mediasi gagal maka pasti perkara akan berlanjut dengan 
mengikuti prosedur yang berlaku di Pengadilan, dan apabila berlanjut maka hal 
inilah yang menunjukkan bahwa efektivitas yang dicapai masih kurang efektif. 
Dari jawaban yang disampaikan oleh hakim yang juga selaku mediator di 
atas dapat dipahami bahwa setiap hakim memberikan jawaban yang hampir sama 
bahwa mediasi di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B memang sudah berjalan 
dengan baik atau sudah terlaksana dengan berdasarkan pada PERMA Nomor 1 
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan namun kurang efektif. 
Untuk mengefektifkan mediasi memerlukan beberapa syarat agar bisa menangani 
sengketa dengan efektif, yaitu: 
1. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama memiliki keinginan 
untuk menyelesaikan sengketa secara damai. 
2. Semua pihak harus beritikad baik dalam melangsungkan proses 
mediasi, karena kalau tidak, bisa dipakai sebagai taktik untuk 
mengulur-ulur waktu. 
                                                          
19
 Hasil wawancara dengan Drs. Idris, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Sengkang, pada 
tanggal 8 Juni 2017. 
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3. Kasus yang berkaitan dengan ideologi atau keyakinan pihak yang 
bersengketa yang tidak memberikan ruang untuk berkompromi tidak 
cocok untuk menggunakan mediasi sebagai penyelesaian sengketa. 
4. Mediasi bukanlah metode yang tepat untuk menangani sengketa yang 
berkaitan dengan hak (rights) seseorang karena jenis sengketa ini lebih 
cocok untuk ditangani pengadilan dengan cara memutus. Mediasi lebih 
tepat dipakai untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan 
kepentingan (interests).
20
   
Efektivitas dari otoritas hakim yang juga selaku mediator dalam 
penyelesaian sengketa terlihat secara lebih nyata dalam lingkup Peradian Agama 
yang menangani sengketa perdata antara orang yang beragama Islam, terutama 
dalam kasus perceraian dan kewarisan. Para pihak yang bersengketa di Peradilan 
Agama menganggap hakim tidak hanya sebagai orang yang memiliki otoritas 
sebagai pejabat pengadilan, tetapi juga memiliki pengetahuan mengenai hukum 
Islam yang menjadi dasar penyelesaian sengketa. Karenanya para pihak mau 
mendengar ucapan dan arahan hakim karena dipandang sebagai nasihat agama 
untuk mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai.
21
  
Adapun laporan perkara kewarisan dari tahun 2014-2016 dapat dilihat 
pada tabel berikut:
22
  
                                                          
20
 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam 
Memajukan Sistem Peradilan, h. 12. 
 
21
 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam 
Memajukan Sistem Peradilan, h. 59. 
22
 Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2014 
5 (tahun 
ini) 
1 0 0 1 0 0 3 
2 2015 
3 (dari 
tahun 
lalu) + 3 
(tahun ini) 
= 6 
0 1 0 0 0 0 5 
3 2016 
5 (dari 
tahun 
lalu) + 1 
(tahun ini) 
= 6 
0 2 0 0 0 0 4 
Jumlah 9 1 3 0 1 0 0 4 
Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. 
Memperhatikan tabel tersebut yang menunjukkan perkara kewarisan yang 
ada di Pengadilan Agama Sengkang pada tahun 2014-2016 berjumlah 9 yang 
memiliki kualifikasi putusan diantarnya, dicabut 1 , dikabulkan 3, tidak diterima 
1. Dalam perkara kewarisan yang dimediasi di Pengadilan Agama Sengkang yang 
berhasil mencabut putusannya hanya 1 pada tahun 2014. Dan ini menunjukkan 
bahwa mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Sengkang 
masih belum efektif. Hal ini bisa terjadi antara dua faktor yaitu mediator yang 
tidak berperan atau belum maksimal/efektif dalam memediasi para pihak, ataukah  
bisa jadi karena kesadaran masyarakat yang kurang memahami keadaannya 
sebagai makhluk sosial yaitu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain sekalipun 
itu adalah orang yang berperkara dengan dirinya. 
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Dari hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Sengkang 
Kelas 1B, diperoleh sebuah kesimpulan mengapa dalam penyelesaian sengketa 
kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B masih kurang efektif, ini 
disebabkan beberapa faktor yaitu: 
1. Para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti proses mediasi 
2. Tidak ada yang mau mengalah 
3. Kualitas Mediator 
Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai 
peluang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang 
masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan 
silaturrahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada 
keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di 
Pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun 
hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (face saving) atau nama 
baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses 
penyelesaian sengketa di Negara berbudaya timur, termasuk Indonesia. 
Masyarakat Indonesia juga lebih mengutamakan harmoni komunal di atas 
kepentingan individu. Walaupun satu pihak merasa dirinya lebih benar dalam 
subtansi perkara, namun demi menjaga keselarasan dan ketentraman masyarakat, 
pihak tersebut dapat diminta untuk mengalah. Untuk itu, pihak ketiga sebagai 
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penengah sengketa haruslah orang yang dihormati karena reputasi dan integritas 
di tengah masyarakat untuk menjaga norma dan etika yang berlaku.
23
 
D. Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada 
Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B  
Secara subtansi, mediasi dalam perkara kewarisan di Pengadian 
Agama Sengkang Kelas I B telah dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh, 
namun hasil yang dicapai kurang efektif karena banyak faktor yang menghambat 
mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Faktornya antara lain sebagai 
berikut: 
1. Para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti proses mediasi  
Ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan 
proses mediasi, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika 
salah satu pihak/para pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan. 
Hal inilah yang sering terjadi di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B sehingga 
berpengaruh pada minimnya jumlah perkara yang berhasil dimediasi. 
Tidak sedikit tergugat yang absen di persidangan apakah sengaja atau 
tidak, yang menjadikan tidak dapatnya dilakukan proses mediasi yang dapat 
menjadi  proses penghalang penegakan hukum karena mediasi tidak dapat 
dilaksanakan, bahkan bisa menjadi senjata jitu bagi orang-orang nakal untuk 
terhindar dari hukuman yang diberikan hakim. 
Kehadiran para pihak juga akan menunjukkan itikad baik dari para pihak 
dalam menempuh proses perdamaian, sehingga para pihak atau salah satu pihak 
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tidak mau menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan, maka tidak dapat 
dipandang bahwa para pihak tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan 
sengketanya secara damai. 
Seandainya di awal pertemuan tidak ditentukan jadwal pertemuan secara 
berkala, maka atas ketidakhadiran salah satu pihak, mediator harus meminta 
bantuan hakim pemeriksa perkara untuk memanggil secara patut dengan bantuan 
juru sita pengadilan, supaya para pihak tersebut hadir pada waktu dan tempat 
yang telah ditentukan. Jika setelah di lakukan dua kali panggilan secara patut, 
pihak tersebut tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka mediator wajib untuk 
menyatakan bahwa proses mediasinya telah gagal dan menyerahkan kembali 
perkaranya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkaranya. Ketentuan 
seperti itu diatur untuk menghindari proses yang bertele-tele, jika para pihak 
memang tidak bersungguh-sungguh untuk menempuh proses perdamaian.
24
  
2. Tidak Ada Yang Mau Mengalah 
Jika salah satu pihak tidak ada yang mau mengalah maka sulit untuk 
mendamaikan karena keegoan masing-masing pihak untuk menang.
25
 Maka dari 
itu para pihak yang bersengketa akan berusaha untuk mempertahankan prinsipnya 
masing-masing, karena perkara kewarisan sendiri merupakan sengketa yang 
menyangkut masalah harta. 
3.  Kualitas Mediator 
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 Restiana, “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus Di 
Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B)”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN 
Alauddin, 2016),  h. 110. 
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Masih rendahnya kualitas hakim yang menjalankan fungsi mediator. 
Masih banyak hakim, terutama di Pengadilan yang berada di pelosok daerah 
tanah air, yang belum mendapat kesempatan mengikuti pelatihan sertifikasi 
mediator oleh lembaga terakreditasi di luar Mahkamah Agung RI, walaupun ada 
beberapa pengecualian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Mahkamah 
Agung RI belum bisa mengadakan pelatihan mediasi yang cukup untuk semua 
hakim dikarenakan mediasi belum menjadi program prioritas yang 
memperlihatkan kurangnya dukungan Mahkamah Agung RI.
26
 
Untuk mengetahui secara jelas mengenai peranan mediator dalam 
penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B 
dapat dilihat dari hasil wawancara tertulis dengan informan. Berikut ini adalah 
pertanyaan dan jawaban dari informan tentang peranan mediator dalam 
penyelesaian sengketa  kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. 
Adapun pertanyaan dan jawaban dari informan/narasumber bagaimana 
peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan, menurut Dra. Narniati, 
S.H., M.H. bahwa mediator itu hanya bertugas untuk melaksanakan mediasi, 
dalam melaksanakan mediasi mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang netral 
dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut Drs. Idris, 
M.HI ia mengatakan bahwa sangat membantu dalam penyelesaian sengketa 
kewarisan, dengan adanya mediator sebagai penengah di antara para pihak yang 
bersengketa maka kemungkinan bisa terjadinya kesepakatan yakni damai, hal ini 
sama dengan yang dikemukakan oleh Drs. Muh. Arsyad, S.Ag. Adapun menurut 
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Drs. H. Makka A adalah peranan mediator bisa efektif apabila pihak berperkara 
tidak egoistik, kalau salah satu pihak egois atau tidak ada yang mau mengalah 
maka sulit untuk mendamaikan, namun apabila sebaliknya kemungkinan bisa 
damai. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mediator, bahwa peranan 
mediator itu hanya sebagai penengah diantara kedua belah pihak yang 
bersengketa. Dan mediator di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B sudah 
menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan mediasi, Sebagaimana diatur dalam 
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.  
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BAB V 
PENUTUP 
A.  Kesimpulan 
 
Berdasarkan bahasan yang telah diuraikan dalam skrpsi ini, maka dapat ditarik 
kesmpulan diantaranya:  
1. Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Pengadilan 
Agama Sengkang Kelas I B dilaksanakan setelah penujukan mediator 
terlebih dahulu untuk proses mendamaikannya, bila mana keduannya 
sepakat untuk mencabut gugatannya maka mediasi dikatakan berhasil,  
dan apabila telah masuk dalam proses mediasi namun ada salah satu 
pihak yang tidak menginginkan hal tersebut atau telah beberapa kali 
dipanggil secara patut dan tidak pernah hadir dalam proses mediasi 
tersebut, maka mediasi dikatakan gagal dan mediator  yang di tunjuk 
memberikan keterangan secara tertulis berkaitan dengan proses mediasi 
yang gagal karena tidak adanya kesepakatan diantara para pihak. 
2. Efektivitas yang dicapai mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di 
Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B kurang efektif disebabkan karena (a) 
Para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti proses 
mediasi, (b) Tidak ada yang mau mengalah, dan (c) Kualitas mediator.  
3. Peranan Mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada 
Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B, mediator sudah berperan dalam 
penyelesaian sengketa kewarisan karena mediator sudah membantu  para 
pihak untuk damai dalam proses mediasi, namun apabila mediator sudah 
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melaksanakan tugasnya yaitu memediasi para pihak, kembali lagi ke para 
pihak apakah dia mau damai atau tidak. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Dengan adanya proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan 
di kehendaki adanya peningkatan dalam proses penyelesaian perkara 
utamanya dalam mediasi. Mediator harus berperan dalam melakukan 
penyelesaian sengketa yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal, 
agar para pihak merasa puas dan tidak ada pihak yang dirugikan. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan terhadap 
keberhasilan mediator dalam memediasi pihak yang berperkara di Pengadilan 
Agama. 
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